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BUPATI TANAH LAUT.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2O74 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Penetapan
Pembentukan Daerah Tingkal II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
N.omor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nornor
27 Tahun 1959 {kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tarnba}ran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor l82O) tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di lGlimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1L tentang
Pembentulcan Feraturan Ferundang-undangan (kmbaran
Negara Tahun 2O1l Nomor 82, Tambahan lcmbaran
Negara Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5a95);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan I€mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah teralfiir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tarnbahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (lcmbaran Negara Republik
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laporan pelaksanaan tugas tim fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan
desa sebagaimana tercantum dalam l^ampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Pemerintah kabupaten memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa
melalui perangkat lunak pengelolaan keuangan desa.

BAB IX
KETEI|TUAII PERALIIIAJI

Prral 56

APBDesa yang ada pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap
dilaksanakan sampai masa berlakunya habis.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebelum berlakunya Peraturan
Bupati ini tetap sah sepanjang tidal bertentangan dengan Peraturan Bupati
ini.

BAB X
XETEI|TUAII PEMTTUP

PBsel 57
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupa.ti Tanah laut Nomor
5 ?ahun 2Ol4 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tanah l,aut,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasd 5a

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tanah L,aut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 27 Oktober 2Ol5

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 27 Oktober 2O15

SEXNEf,ARIS DAIRAII
LAUT,

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH I,AUT TAHUN 2015 NOMOR 523
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